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PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34/PERMEN-KP/2013 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil 
yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, 
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui 
sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2013 Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2013 Nomor 126); 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 
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8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Nasional Tahun 2012; 

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil;  

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan 
dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
B/2215/M.PAN-RB/7/2013, tanggal 3 Juli 2013, hal 
Reformasi Sistem Pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil; 

4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
B/2233/M.PAN-RB/7/2013, tanggal 11 Juli 2013, hal 
Persiapan Seleksi CPNS Pelamar Umum dengan 
system Computer Assisted Test (CAT); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut 
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dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:  
a. Pejabat Pembina Kepegawaian; 

b. Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; atau  
c. Pejabat lain,  
yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dalam 
melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Desember 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
AMIR SYAMSUDIN 
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